BUPATI BENGKALIS

PROVIN SI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

'NOMOR 10 TAHUN 2016
| TENTANG o

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA T ’

Menimbang -

Mengingat - :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA o

BUPATI BEN GKALIS

"V--kbahwa “untuk melaksanakan Pasal 65 ayat (1) huruf d
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun . 2014 tentang .
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 o

~tentang Desa juncto Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negerl .
- Nomor. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentlan Perangkat Desa perlu. menetapkan Peraturan |

~ Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentlan Perangkat'- i
'-Desa, : ' S I S o

1.

‘Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
o Indone31a Tahun 1945 _ , ,
2. Undang—Undang Nomor 12 - Tahun 1956 tentang‘
- Pembentukan - Daerah Otonom : Kabupaten “Dalam -
. Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah- (Lembaran R
' Negara Republik: Indonesm Tahun 1956 Nomor- 25), E

.k"vAUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |
.. (Lembaran Negara Repubhk Indonesia’ Tahun 2014 Nomor

7 Tambahan Lembaran Repubhk Indone81a Nomor 5495), -

.'"',_Undang Undang Nomor ‘23 Tahun 2014 tentang_'
~Pemerintahan - Daerah (Lembaran: Negara, Repubhk

! Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran -

Negara Repubhk Indone81a Nomor 5587) - sebagmmana;"j’v",;. L

~telah - diubah - .dengan ‘Undang-Undang: Nomor | 9

. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 'atas Undang- =
: Undang Nomor ' 23 Tahun 2014 ‘tentang Pemerlntahan

--Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

.+~ Nomor 58, - Tambahan Lembaran Negara Repubhk
3 ‘Indones1a Nomor 5679), o '

. Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang'_
" "Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 ‘Tahun
.. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara’ Repubhk Indonesm L
~~Tahun °2014 Nomor: 123, ‘Tambahan' Lembaran. Negara'v :
R Repubhk Indone81a Nomor 5539) sebagalmana ‘telah -
- diubah . dengan Peraturan Pemerlntah ‘Nomor' 47-“tahun o
-2015° tentang Perubahan atas 'Peraturan Pemerintah

Nomor 43 tahun' 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 tentang Desa -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor.

~157, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a> S

.Nomor 5717), )




6.

Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 83 ‘Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Ber1ta Negara Repubhk Indone31a Tahun 2016 Nomor 5),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS |

B Meri_étapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN | -

e dan ,
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

N

- untuk mengatur dan mengurus urusan ' pemerintahan, =

| BABI' SRR
KETENTUAN UMUM o

Pasal 1

B Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan
1.
2.

-k.'Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

‘Pemerintah Daerah adalah’ Bupat1 dan Perangkat Daerah, » :
sebaga1 Unsur Penyelenggara Pemermtahan Daerah : (R

3.

. _Camat adalah Camat dalam wﬂayah Kabupaten Bengkahs

Bupat1 adalah Bupat1 Bengkahs

Kecamatan adalah w11ayah kerja Camat sebaga1 Perangkat

- Daerah’ Kabupaten Bengkahs

. Desa adalah Desa atau yang ‘disebut dengan nama 1a1n T
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan’ masyarakat

hukum yang - mem111k1 batas wilayah yang berwenang

‘kepentlngan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang

- diakui dan dihormati dalam sistim Pemermtahan Negara S
‘ VKesatuan Repubhk Indone31a i

.- Pemerintah’ Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa o

sebagai unsur penyelenggara Pemermtahan Desa

. ‘Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah 'Desa yang
-mempunyai wewenang, . tugas dan kewajiban untuk - o
‘menyelenggarakan -~ rumah . ‘tangga Desanya dan =

melaksanakan tugas dar1 Pemermtah dan ‘Pemerintah
Daerah.

. ‘Pemenntahan Desa adalah penyelenggaraan urusan -
pemermtahan dan kepentmgan ‘masyarakat setempat -

- dalam. sistem pemermtahan Negara Kesatuan Repubhk
. Indonesia. T , ; ‘

10.

‘Badan Permusyawaratan Desa yang selanJutnya d1s1ngkat'

BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemermtahan yang anggotanya o

| ~merupakan wakil .dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakllan w11ayah dan d1tetapkan secara demokratls




: ,1'1;

3 :

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala et

- Desa dalam penyusunan kebljakan dan koordinasi yang
- diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung
. ‘tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
- diwadahi - dalam bentuk pelaksana tekms dan unsur

1203

-kewﬂayahan ,
,'Wllayah atau Dusun adalah baglan W11ayah dalam Desak

yang merupakan o pelaksana penyelenggaraan

13.
- _disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala

Pemerlntahan Desa

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanJutnya

Desa - untuk menyelenggarakan PenJarmgan Perangkat

- Desa.

14.

15

Pengangkatan adalah proses peng181an Perangkat Desa‘
'yang dllaksanakan me1a1u1 penjarmgan dan penyaringan.

. Penjanngan adalah proses seleks1 yang dllakukan melalu1

- bidang adm1n1stras1

16.

(1)

Penyaringan adalah proses seleks1 yang dllakukan melalui
- bidang administrasi, kemampuan dan kepemlmpman oleh
: ~’Pan1t1a Pengangkatan Perangkat Desa RN

1-7f.‘~Har1 adalah hari ker_]a

 BABI
PERANGKAT DESA

Baglan Kesatu :
Perangkat Desa

' Pasal 2

Perangkat Desa terd1r1 atas:

. a. Sekretariat Desa

. fb Pelaksana kewﬂayahan dan

: ""c Pelaksana teknls

(2

Perangkat Desa berkedudukan sebagal unsur pembantu‘

g Kepala Desa

(1)

’.(2)
(3)

9 g}

Pasal 3 S
Sekretarlat Desa d1p1mp1n oleh Sekretans Desa dlbantu‘
oleh unsur' staf sekretariat yang bertugas membantu

' Kepala Desa dalam bldang adm1n1stras1 pemerintahan.

Sekretanat Desa . sebagalmana dlmaksud pada avat (1) T

pahng banyak terd1r1 atas 3 (tiga) b1dang urusan.

Ketentuan B mengena1 b1dang surusan sebagamana

dlmaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pelaksana - kewﬂayahan' mempakan ‘unsur pembantu f

~Kepala Desa sebagai satuan. tugas kewﬂayahan yang o
W11ayah kerjanya mel1put1 1 (satu) Dusun : ‘
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(2 Jumlah pelaksana kew11ayahan ~ ditentukan secara

proporsional - antara pelaksana kewﬂayahan ‘yang

) dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. :
" (3) Penataan kew11ayahan : sebagalmana dlmaksud pada
S ayat (1) d1atur dengan Peraturan Bupat1 '
: Pasal 5

(1) Pelaksana teknls merupakan unsur pembantu Kepalav
"~ Desa sebaga1 pelaksana tugas operasmnal

(2) Pelaksana tekms sebagalmana d1maksud pada ayat (1)
paling banyak terd1r1 atas 3 (tiga) seksi. '

(3) Ketentuan - mengena1 pelaksana teknis - sebagalmana ‘3‘ |

d1maksud pada ayat (2) dlatur dengan Peraturan Bupati.

S Bag;an Kedua
o Pengangkatan -

Pasal 6 |

: }(1) Perangkat Desa d1angkat oleh Kepala Desa dar1 warga
-~ Desa yang- telah memenuh1 persyaratan umum dan
khusus. . :

(2) Persyaratan Umum sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)
- adalah sebaga1 berikut: :

a. Warga Negara Repubhk Indone31a, .
v b.~Abertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

C. memegang teguh dan mengamalkan Pancasﬂa Undang-
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan. memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Repubhk Indones1a dan Bhinneka Tunggal
"~ Ika; - :

- d. berpend1d1kan paling rendah Sekolah Menengah Umum
- ‘atau yang sederaJat ‘

;e."berus1a pahng rendah 20 (dua puluh) tahun dan pahng .
tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar

f. berbadan sehat; dan
g memenuhi kelengkapan perSYaratanadministrasi

(3) Persyaratan Khusus sebagalmana dimaksud pada ayat (1) -
adalah: = : ~ :

a. memaham1 adat 1st1adat Melayu R1au EE
b mem111k1 kemampuan mengoperasﬂ{an komputer dan

c. calon - Kepala Dusun jika terp111h dan diangkat menjadi
Kepala Dusun, harus betempat tinggal d1 Dusun di
‘mana yang bersangkutan bertugas

~Pasal7

Kelengkapan p‘ersyafatan'adm1niStraS1 sebaga1mana dimaksud B
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, antara lain terd1r1 atas: .

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang d11ega11s1r oleh -
‘ pejabat yang berwenang, v ' ; '
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. Zsurat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa - - B
yang dibuat oleh yang bersangkutan d1 atas kertas . -
| bermateral Rp6 000,00; -~ ‘ o

. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan'=
~Pancasila, “Undang-Undang Dasar ' Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara =

-~ keutuhan ~ Negara Kesatuan Repubhk Indonesia dan .

Bhinneka - Tunggal Ika, yang - dibuat oleh yang

bersangkutan diatas kertas segel i atau bermaterai
Rp6.000,00; S

fotocopy 1Jazah pendldlkan dar1 tlngkat dasar sampai

. dengan ijazah terakhir yang dﬂegahsas1 oleh' pejabat -
- berwenang atau surat pernyataan dan pejabat yang BN
~ berwenang; P :

." fotocopy Akte Kelahlran atau - Surat Keterangan Kenal‘ i
- Lahir yang dllegahsas1 oleh pejabat berwenang, :

“surat keterangan berbadan sehat dan Puskesmas atau‘v
; aparat kesehatan yang berwenang,

surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat -

- oleh yang bersangkutan di atas kertas scgel atau 53

. -bermaterai Rp6.000,00;

‘surat keterangan tentang memaham1 adat istiadat Melayu

R1au dari Lembaga Adat Melayu Riau Desa setempat;

Surat pernyataan bersedia dan sanggup bertempat tmggal e

di Dusun dimana yang bersangkutan bertugas  sampai-.

- dengan berakhlrnya masa jabatan sebagai Kepala Dusun,

khusus formasi jabatan Jabatan Kepala Dusun; dan

‘fotocopy ijazah lulusan pendidikan | b1dang komputer atau

sertifikat kursus komputer Jlka ada

Pasal 8

B Untuk memenuh1 persyaratan khusus mem111k1 kemampuan
- mengoperasikan komputer ‘sebagaimana ' dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3) huruf c bagi calon Perangkat Desa yvang tidak. -

“memiliki ijazah atau setifikat keahlian dibidang komputer
' sebaga1mana dimaksud pada Pasal 7 huruf h, dilaksanakan

- pengujian khusus oleh Tim PenJarmgan dan Penyanngan o

dengan tata cara sebaga1 berikut:

a

tim Pen_]armgan dan Penyarmgan menunjuk seseorang,

-~ baik itu berasal dari perangkat atau staf Desa atau dapat . e

juga berasal ‘dari luar perangkat atau staf Desa yang

memiliki kemampuan dan keahhan dlbldang komputer R

sebagai tenaga penguji;

calon Perangkat Desa yang tidak mem111k1 ijjazah atau . SRS

sertifikat - keahlian komputer ~pada- saat mendaftar
langsung dilakukan pengujian terhadap kemapuan

mengoperasikan komputer oleh orang yang telah ditunjuk -
- Tim Penjarmgan dan Penyarmgan, :

‘pengujian sebagalmana dlmaksud pada huruf b berupa‘,-‘:";‘ {“ ‘
L ,kemampuan mulai dari menghidupkan, menggunakan_
o sampal dengan mematlkan komputer




od

pengujian  kemampuan  menggunakan komputer
- sebagaimana  dimaksud pada huruf c dalam bentuk .
-~ kemampuan mengetik dan mencetak lembaran kerja yang
disiapkan Tanaga Penguji sesuai standar format yang telah .
 ditentukan; dan S e .

hasil pehgujiéh‘j,‘berupa surat ketéféhgan yéng berisi_
tentang kemampuan dari calon Perangkat Desa yang

ditanda tangani oleh Tenaga Penguji diketahui oleh Ketua

‘Tim Penjaringan dan Penyaringan. '

Bagian Ketiga

. Pe_fangkat Desa yang Berasal Dari Aparatur “Sipikl Negara ,

(1’) Aparatuf - 'S‘ipili““‘Nég‘ara yang " ékéﬁrkfthéndaftarkan diri

- menjadi Perangkat Desa harus .mendapatkan izin tertulis
‘dari pejabat pembina kepegawaian. . .

: (2) Dalam hal Aparatur Sipil'.Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat

‘Desa, yang  bersangkutan dibebaskap sementara dari
- jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa

 kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara. .

(1) Perangkat -Desafwajib melaksanakan :t'u'gas pada jam kerjé; e L

@

&)

. berada dalam rentang waktu jam kerja Pemerintah Desa,
. maka Perangkat Desa yang berkenaan harus memilih

e

© Perangkat Desa dan atas dasar surat- pengunduran “diri
- tersebut. - Kepala '  Desa - menerbitkan - keputusan

L Bag1an Keeiﬁjﬁat R
Perangkat Desa yang memiliki Pekerjaan -
' selain sebagai Perangkat Desa " -

~ Pasal 10

yang berlaku bagi Pemerintah Desa. -~

: Jam kerja:Pé‘rneriridah'Desa‘Sébégai‘:rhéha‘ "dimaksud -. péda e
ayat (1) sama dengan jam kerja yang berlaku pada

Pemerintah Daerah. } L

Perangkat Desa yang memiliki pekerjaan selain sebagai
Perangkat ' Desa dilarang untuk melakukan pekerjaan
dimaksud selama jam kerja sebagaimana dimaksud pada

, ayat (2) karena dapat merugikan kepentingan umum.

  (4)

Dalam hal waktu j"bv::kerja pada pekerjaan selain sebagai
Perangkat Desa sebagaimana ~dimaksud. pada ayat .(3)

berhenti dari pekerjaannya sebagai  Perangkat Desa atau -
yang bersangkutan berhenti bekerja pada pekerjaannya
selain sebagai Perangkat Desa.. = i :
Dalam hal Perangkat Desa memilih untuk berhenti bekerja
sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak  dilantik S

~menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan harus -
~membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai

- pemberhentian Perangkat Desa berkenaan yang: diproses
sesuai ketentuan perundang-undangan.



©).

- waktu yang telah ditentukan, maka Kepala Desa dapat SRR
menerbitkan keputusan pemberhentlan Perangkat Desa .
 yang berkenaan yang d1proses sesuai ketentuan peraturan

(7)

Jika Perangkat Desa sebaga1mana dlmaksud pada ayat 5) S

tidak menyampaikan surat pengunduran diri sampai batas

perundang undangan.

Dalam hal Perangkat Desa mem111h untuk berhent1 bekerja
pada = pekerjaan selain sebagai _Perangkat = Desa

-sebagaimana dimaksud pada ‘ayat. (4), maka yang .

bersangkutan harus membuat surat pernyataan dan atau

- menyampaikan bukti telah “berhenti bekerja  pada

geil

pekerjaan selain sebaga1 Perangkat Desa pahng lambat 30
(tiga - puluh) har1 terhltung se_]ak yang bersangkutan
dilantik. - . .

o Bag1an Kelima
‘ Mekamsme Pengangkatan

»Pasal 11 .

Péngangkatan 'Perangkat ’Desavg‘ dqirlalh{sanakan : n'ielalui' I

. mekanisme sebagai berikut:

'a kepala Desa ‘membentuk Tim yang terd1r1 dar1 seorang :

“ketua, seorang sekretaris dan 3 (t1ga) orang anggota

| b kepala Desa melakukan pen_]arlngan dan penyarmgan

calon Perangkat Desa yang dllakukan oleh T1m dan

oc pelaksanaan pen_]arlngan ‘dan penyarmgan bakal calon

(2)

(1)

Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan
setelah  jabatan perangkat : desa : kosong atau
d1berhent1kan ' '

Pengaturan lebih - lanjut mengena1 tugas dan fung31 T1mt |

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a d1atur dalam S e

Peraturan Kepala Desa
"~ Pasal 12

Keanggotaan T1m sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 11 "

, ayat (1) huruf a terdiri dari:

a ketua dIJabat oleh Sekretaris Desa, Lo

(2)

b. sekretarls dijabat oleh salah" seorang Perangkat Desa

yang dlanggap mampu; dan

c. anggota berasal dari Lembaga Adat Melayu Riau Desa,
Lembaga ' Ketahanan = Masyarakat Desa/Lembaga -
‘Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat
Desa setempat masmg-masmg 1 (satu) orang. .

Dalam hal Desa belum memiliki Sekretaris Desa defen1t1f
jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dapat dijabat oleh Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai

Pelaksana Tugas Sekretaris Desa  atau salah seorang =

Perangkat Desa yang dlanggap mampu untuk dltunjuk
sebaga1 Ketua T1m i .




*?Paséd 13

‘Tata cara penjarmgan dan penyarlngan calon Perangkat Desa‘
‘sebagaimana dimaksud ‘dalam Pasal’ 11 ayat (1) huruf b

d11aksanakan sebaga1 berikut:

a.

tim PenJarmgan dan Penyarlngan calon Perangkat Desa" :

- mengumumkan tentang penerimaan pendaftaran calon
. ’Perangkat Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

pengumuman 'sebagaimana dimaksud pada huruf a
_berisikan formasi Perangkat Desa yang akan diterima dan -
‘ syarat calon Perangkat Desa serta kelengkapannnya

. “calon Perangkat Desa mengamkan permohonan/ lamaran
- untuk ‘menjadi. Perangkat Desa yang berisikan nama
jabatan Perangkat Desa yang dilamar serta . melamplrkan\ ‘

o kelengkapan persyaratan yang harus d1penuh1, '

setelah ‘masa pendaftaran~ calon Perangkat’ Desa

*sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan calon

L Perangkat Desa yang mendaftar sekurang-kurangnya 2

(dua) orang, Tim PenJarlngan dan - Penyaringan

-~ melanjutkan- proses penjaringan dan penyarmgan dengan

melakukan penyeleksian terhadap persyaratan calon
Perangkat Desa meliputi peneht1an kelengkapan dan

_ keabsahan administrasi pencalonan;.

penyeleks1an kelengkapan dan keabsahan adm1n1stras1 s

sebagaimana dimaksud pada huruf d disertai klarifikasi

- pada calon Perangkat Desa jika = diperlukan maupun

- instansi yang berwenang yang d11engkap1 dengan surat s
- ‘keterangan dar1 instansi yang berwenang, E.

. tim Pen3ar1ngan dan Penyaringan mengumumkan hasﬂ

penyeleks1an sebagalmana dimaksud pada huruf e, kepada‘

: masyarakat untuk memperoleh masukan,;

masukan masyarakat sebagalmana dimaksud pada huruf f

‘termasuk - dari calon Perangkat Desa dalam bentuk
, 1nforma31 ‘dan atau keberatan  atas hasil penyeleksian
»terhadap persyaratan calon Perangkat Desa; = -

tata cara memberikan masukan sebagalrnana d1maksud

‘pada huruf g sebagai berikut:

1) masyarakat atau calon Perangkat Desa menyampalkan, o

masukan dan atau hal-hal yang menjadi- keberatan
' ‘terhadap ‘pengumuman - hasil penyeleksmn secara
tertulis dlSCI‘tal bukti yang mendukung keberatan yang

- disampaikan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan i
_ . calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 3 (tlga) Har1~ ’
X ‘sejak has11 penyeleks1an d1umumkan, dan o

‘ 2) atas keberatan yang ‘disampaikan oleh masyarakat atau
~~ calon Perangkat Desa, Tim PenJarlngan dan Penyarlngan R

~calon: Perangkat ' Desa memberikan tanda - bukti

. penerlmaan masukan/ keberatan yang ditandatangani

" oleh ketua atau salah seorang anggota Tim PenJarmgan
. dan Penyarmgan calon Perangkat Desa.

atas masukan masyarakat sebagalmana dimaksud
huruf h, wajib - diproses dan ditindak lanjuti oleh Tim

; Pen_]arlngan dan Penyaringan calon Perangkat ‘Desa ..
dengan melakukan penyeleksian. dan klar1ﬁkas1 ulang o
iterhadap hal yang menjadl keberatan ‘ o
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. hasil. penyeleksian dan k.lariﬁkasi,ﬂu\la‘hg sebagaimana
- dimaksud pada huruf i diumumkan secara terbuka serta’

~ disampaikan secara tertulis kepada masyarakat atau calon

Perangkat Desa yang menyampaikan masukan/keberatan;

. jika - dalam jangka -waktu 17, ’(tuj'uh) ‘Hari sebagaimana

dimaksud pada huruf a jumlah calon Perangkat Desa

 dalam 1 (satu) jabatan yang'mendaftar kurang dari 2 (dua)
- orang, Tim Penjaringan dan Penyaringan memperpanjang

masa pendaftaran selama 14 (empat belas) Hari untuk

' jabatan Perangkat Desa berkenaan; ‘

. setelah masa 'pérpanjangan péhdaftaran'- sebagaimana

dimaksud pada huruf k berakhir, tim penjaringan dan
penyaringan . . melanjutkan  proses penjaringan dan

- penjaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

; . pada huruf d, 'h‘ikmffer» 'huruf f,k'hurilf__g, huruf h, huraf i S

@

13 huruf d jumlah calon Perangkat Desa yang dinyatakan R |

@

- dan huruf j; dar; -

. jikéf"befdasarkan hasil penyéleksiaﬁ téfhadap persyaratan |
~calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada hurufl

terdapat = sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon
Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi untuk 1

(satu) jabatan Perangkat Desa, maka Tim Penjaringan dan o
- Penyaringan calon Perangkat Desa langsung menetapkan

calon yang lolos seleksi.
, Pasal 14

J»ikaks'etelah dilakukan peﬁyeleksia'n» terhadap persyaratan
calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal

lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan " Perangkat Desa

‘kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Penjaringan dan

Penyaringan calon Perangkat Desa memperpanjang masa
pendaftaran selama 14 (empat belas) hari untuk jabatan
Perangkat Desa berkenaan.. L : '

Setelah perpanjangan, masa ﬁehdaftaran sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Penjaringan dan

penyaringan - melanjutkan proses ' penjaringan dan
penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana tersebut

g kdalam,Pasal 13 huruf d sampai dengan huruf j.

®

‘Proses 'penjar‘ingank dan periyaringan. ‘sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hanya terhadap calon Perangkat
. Desa yang . mendaftar pada masa perpanjangan

 sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1), sedangkan jika

terdapat calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri
pada masa pendaftaran - sebagaimana dimaksud pada
pasal 13 huruf a telah dinyatakan lulus seleksi tidak perlu

- lagi dilakukan proses penjaringan dan penyaringan.
@ :

Jika setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana

‘dimaksud " pada ayat (1) dan berdasarkan hasil

penyeleksian terhadap persyaratan calon perangkat Desa

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat .

- sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa

. yang dinyatakan lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan

- Perangkat Desa, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan

~‘calon Perangkat Desa langsung menetapkan calon yang
. lulusseleksi. S R
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Pasal 15 o “

(1) Apablla setelah perpanJangan masa perdaftaran‘

sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 huruf m calon

Perangkat Desa yang mendaftar atau yang dinyatakan -
lulus seleksi untuk 1 (satu) jabatan Perangkat Desa
kurang dari 2 (dua) orang, maka dilakukan penjaringan

- dan penyaringan ulang sesuai- tata cara sebagaimana = -

dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Apabila  setelah perpanjangan ‘masa - pendaftaran
‘ sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 ayat (1) calon

Perangkat Desa yang mendaftar untuk 1 (satu) jabatan

atau yang dinyatakan lulus selek31 untuk 1 (satu) jabatan
Perangkat Desa kurang dari 2 ‘(dua) orang, maka
dilakukan  penjaringan dan penyarmgan ulang
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13.

' Pasal 16

- (1) Hasil penjarmgan dan penyanngan bakal calon Perangkatv i
-~ Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sekurang-

kurangnya .2 (dua) orang calon dlkonsulta31kan oleh
Kepala Desa kepada Camat. . : . :

(2)' Camat memberikan rekomendas1 tertuhs terhadap calon

Perangkat Desa selambat- lambatnya 7. (tgjuh) hari

terhitung se_]ak d1ter1manya surat konsultas1 dari . Kepala
Desa. ; : , S

7 (8) ‘Rekomendas1 sebaga1mana d1maksud pada ayat (2) berupa7 i Sl
- persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan‘ G

yang ditentukan.’

,'(4) Dalam hal Camat memberlkan persetuJuan Kepala Desa;_ L
“menerbitkan = Keputusan - Kepala Desa Vtentang“ &

Pengangkatan Perangkat Desa.

- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berls1 penolakan Kepala
- Desa melakukan penjaringan dan penyarmgan kembali

calon Perangkat Desa

‘BABII o
PENGESAHAN PERANGKAT DESA =

Pasal 17

(1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala desa selambat-;
" lambatnya 15 (lima belas)  hari kerja terhitung seJak
tanggal penerbitan Keputusan Kepala ‘Desa.

(2) Pelantikan Perangkat Desa dllaksanakan di Desa yang'
- bersangkutan.

- (3) Sebelum memangku jabatannya, E Perangkat Desa
‘mengucapkan sumpah / janji - menurut agamanya ~dan
~dipandu oleh Pejabat yang melantlk

(4) Susunan kata—katak ' sumpah/ Janjl : Per‘angkavtf Dcsa -
sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:



1 "Demi Allah (’I‘uhah); saya beré_umpah/berjariji bahwa saya .-
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‘akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa

© dengan - sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya; dan seadil-

-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan = |

dan mempertahankan Pancasila ‘'sebagai Dasar Negara,

‘dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi

.. dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan
~ segala. peraturan perundang-undangan dengan selurus-

Kesatuan Republik Indonesia”. =

lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara

" BABIV

' PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

)

o Bagian Kesatu t
= Pembcrhentian’v e

V*.Pa_s'ala‘l:Sv‘;i ; S

fP‘er'ahgkat _Deslall berhenti karénai -

. a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; dan

. diberhentikan.

- pada ayat (1) huruf C kare'n'a:’

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

L oa usia telah genapy 60 (enam puluh) tahuh;' _

‘i :b;‘,‘dinyatakan ‘sebagai terpidana ‘berda's‘ark‘an»'keputusan o

s g tetap; -

- pengadilan  yang i t‘e;lah:,,'mempunyai kekuatan hukum

~c. berhalangan t‘etap;‘_; L

d.tidak lagi memen'uhi‘ persyaratan sebagai perangkat

~+ dahulu kepada Camat dan ~Camat menerbitkan .

desa; dan-

~ e. melanggar lafahgan se_bag'aiA perangkat desa.
(3)

pada ayat (1) huruf c“:wajib-i dikonsultasikan terlebih

 rekomendasi tertulis. menerima atau menolak “usulan

; (5)

~ pemberhentian dimaksud.

Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada

~ayat (4) didasarkan. pada fpersyaratan pemberhentian;

perangkat Desa. S

- Bagian Kedua i

e Larangan Bagiv'Pcfan’gka’t _Dzesa

Pasal"19 ‘:k‘",

e Pefangkat Desa dilar’ang:v )

a.

rriefugikan kepentingan umum; -

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
~pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan
- keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat
- paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pemberhentian - Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
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membuat keputusan yang rhenguntﬁngkan diri sendiri,

- anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
.. menyalahgunakan' ‘wewenang, -

kewajibannya;

. melakukan tindakan ldis’kr“‘iminatif - terhadap warga
dan/atau golongan masyarakat tertentu; ' :

_melakUkahv tindakan meresahké;n‘ sekelompok masyarakat |

Desa; -

melakukan kolusi, korupsi, dan. nepotisme, menerima

“uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat Sy
memengaruhi . kkeputusan_r atau - tindakan yang akan -

dilakukannya; | e
ménjadi pengurus partai pplitik; i
menjadi anggota dan/ atau"pengurﬁé organisasi terlarang;

merangkaﬁ' 'jabatari sebagai ~ ketua dan/atau anggota
Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan g
Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Provinsi _atau Dewan - Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan pcrundangan-undangan; : e

ikut serta dan/atau térlibat‘dalam 'kampénye pemilihan
umum - dan/atau pemilihan - kepala ‘daerah dan atau
pemilihan Kepala Desa; IS ' .

‘melanggar sumpah/janji jabatan; dan
‘meninggalkeinftﬁg‘as selama 60, (enam puluh) hari kerja

- berturut-turut tanpa alasan’ yang jelas dan tidak dapat

| dipertanggungjawabkan‘.

&y ~‘Bagiah Keﬁgé :

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

(1)

(2)

- Pasal20

Pérangkétfﬁ‘Dé"‘Sd' yang melanggar lafaihgan ‘sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf k

dan/atau teguran tertulis.

dikenai sanksi administratif berupa ' teguran  lisan

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan

- (3)

~pemberhentian.

pemberhentian sementara d_a’n dapat dilanjutkan dengan

Tata cara pemberian ‘ sank31 é,ldh’i‘iﬁiétfas‘i E sébagéimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: T

a.kepala Desa memanggil perangkat Desa yang

melakukan pelanggaran dengan memberikan teguran

- lisan yang ' dibuktikan dengan berita acara yang
~ berisikan kesalahan yang dilakukan serta sanksi yang

- diberikan oleh Kepala Desa yang ditandatangani oleh

' yang bersangkutan dan Kepala Desa serta 2 (dua) orang .
- saksi yang dapat berasal dari Perangkat Desa atau staf
Desa; S VR : e ‘

tugas,” hak, dan/atau
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b.'jika'ASé;hk‘sifl_\édministrasi 'Seba-ga‘imana ‘diinaksud pada
~ huruf a tidak dilaksanakan dalam’ jangka waktu yang

-telah disebutkan dalam berita acara dimaksud, Kepala

- Desa memberikan teguran tertulis pertama kepada
- Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran untuk -

dapat memperbaiki kesalahannya dalam waktu 20 (dua
~puluh) hari; - S e e |

c. jika sanksi administrasi sebagaimana‘ dimaksud pada |

d.jiké_(saﬁkéi ‘administrasi sebagaimana dimaksud pada .

‘huruf b tidak dilaksanakan, Kepala Desa memberikan
teguran tertulis ke 2 (kedua) kepada Perangkat Desa

- yang melakukan pelanggaran untuk dapat memperbaiki

- kesalahannya dalam waktu i15“ (lirria‘;'bglas) hari; -

- huruf c tidak dilaksanakan, Kepala Desa memberikan -
- sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara
Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran untuk
~dapat memperbaiki kesalahannya dalam waktu 30 (tiga

~ puluh) hari; '

e. apabﬂ‘a?. sanksi .‘admiriistras'i sebagaimana dimaksud
‘pada huruf d telah berakhir, Kepala Desa melakukan
evaluasi terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan;. -

s (4)_.

f. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

~huruf ‘e 'memperlihatkan perubahan  positif, maka
“Perangkat Desa yang melakukan  pelanggaran dapat
~diaktifkan - kembali dan jika hasil evaluasinya
memperlihatkan tidak adanya perubahan, maka Kepala

- Desa dapat ~memberhentikan Perangkat Desa tersebut

 setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat. |

PérangkatiDesai fyyang‘ mélanggar larangah' ‘sebagaimanka e
- .dimaksud * dalam Pasal 17 huruf -1 dapat- langsung

diberhentikan ~oleh  Kepala Desa - tanpa . dilakukan

| ‘pemberhentian = sementara setelah  sebelumnya
- dikonsultasikan  kepada Camat dengan membawa bukti

' dan saksi.’

()

@

 dimaksud pada ayat (1) karena:

Ty Ba‘g"iaxane‘empat ,
Pemberhentian Sementara
S Pasal 21

Pefangkafc Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa
setelah berkonsultasi dengan Camat. -

‘Pembérhehtian;{ sementara 'Péfarigkat : Dcéa sebagaimana‘ '

- a. ‘ditetaﬁkan\j«véébagai tersangka vdavin'dji‘tahan;‘ L

3

d1tetapkan Sebaga1 terdakwa;

meilahg’gar‘lafahgan sebagai perangkat desa yang diatur
sesuai-- dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. ‘ o ' - ’

b.
c. }tertahg‘kap‘tangan: dan ditahaﬁ_; dan
d.:

Perangkat - Desa _yang diberhentikan . sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan

- huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh

Pengadilan ‘dan telah berkekuatan hukum tetap maka
dikembalikan_ kepada jabatan semula. :



: : . * BABV e s
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

.» - Pasal 22

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa -~
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‘maka Kepala Desa menunjuk salah seorang dari Kepala |

Seksi atau Kepala Urusan yang dianggap mampu untuk
ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.

~ (2) Dalam . hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa
selain Sekretaris Desa, maka Kepala Desa menunjuk salah
seorang Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan yang
sama sebagai Pelaksana Tugas. B L

(3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

- ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat
Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada
Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh)  hari
~terhitung sejak tanggal surat penugasan.

(4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-

-~ lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang
‘bersangkutan berhenti, . S

o BABVI
~ MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

. Pasal2s

(1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan dalam

~-upaya untuk'memberikan~pémbinaan’1‘dan p'e-:vlyega:ran bagi - E

Perangkat Desa. -~

(2) Mutasi jabatan ‘sebagaimana d1maksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan pada Perangkat Desa yang memiliki-
- posisi jabatan selain Sekretaris Desa"dan Kepala Dusun

‘serta telah memiliki masa jabatan,minimal 1 (satu) tahun.

: ~ BABVI
- UNSUR STAF PERANGKAT DESA
- Pasal 24 -
(1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf _Pérangkat o
Desa. S o '
(2) Persyaratan untuk diaﬁgkat sebagai unsur staf Perangkat
- Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
- berikut: ’ C . o e
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -

c. memégang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, =

“mempertahankan dan memelihara keutithan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal

Ika; - : R e e B |
d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum

atau yang sederajat;
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| el berusm 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 50 (lima
’ puluh) tahun pada saat pengangkatan

- f. penduduk Desa setempat
- berbadan sehat dan R
B ‘;h mem111k1 kemampuan mengoperas1kan komputer

L (3) Unsur staf sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk membantu’ Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan
Kepala = Kewilayahan = sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan keuangan desa. ' ’ '

- 4) Penghasﬂan unsur staf sebagalmana dlmaksud pada

. ayat (1) berupa honorarium yang berasal dari Anggaran

‘Pendapatan dan Belanja Desa yang besarannya sesuai
dengan kemampuan keuangan Desa. :

" f_Ii’(S) Lama masa tugas staf Desa sebaga1mana d1maksud padai
.. ayat (3) dan besaran honorarlum sebagaimana ‘dimaksud R |

j pada ayat 4) d1tetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

e BAB VIII | ' -
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA :

Pasal 25

:.Pakauan d1nas dan atnbut perangkat Desa dltetapkan dengan
Peraturan Bupati ~ yang berpedoman dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ‘ =

| s BABIX e
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA E

Pasal 26

(1) Selaln penghasﬂan tetap perangkat Desa menerima

. jaminan kesehatan dan. dapat menerima tunjangan
tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah
- dengan memperhatlkan masa kerJa dan _]abatan Perangkat
‘Desa. |

. (2) Untuk Perangkat Desa yang berasal dari Pegawau Negen,
_Sipil  hanya berhak menerima tunjangan tambahan.
penghasﬂan dan pener1maan 1a1nnya yang sah sesuai-
- dengan Jabatannya k] L v ‘

: f(3) Jaminan kesehatan sebagalmana d1maksud pada ayat (1)
bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah

i . BABX ‘
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 27

,',‘»(1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang. telah
- diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wa_]lb meng1kut1
 pelatihan  "awal - masa tugas’ dan program-program
. pelatihan yang dllaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah N
- Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa. =
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| (2) B1aya pelatlhan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan -

ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD
Kabupaten dan’ APBDesa, dan sumber lain yang sah. '

BAB XI - :
PEMBEBANAN BIAYA

Pasal 28 |

Biaya penjaringan - dan penyaringan Perangkat Desa
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
yang disesuaikan < dengan kemampuan keuangan Desa
dan/atau sumber lam yang sah yang tidak mengikat. '

, , BABXII SR
KETENTUAN LAIN LAIN S

Pasal 29

. _\;(1) Perangkat Desa yang pada saat dltetapkannya Peraturan

~Daerah ini berstatus sebaga1 Aparatur Slpll Negara, dapatv g
‘memilih: S : : ‘

a. jika yang bersangkutan memlhh melaksanakan tugas

- sebagai Aparatur Sipil Negara, yang bersangkutan
harus mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa dan
‘Kepala Desa memberhentikan dengan hormat yang -
bersangkutan sesuai ketentuan perundang—undangan,
-atau L :

b. jika yang bersangkutan memlhh melaksanakan tugas

- sebagai Perangkat Desa, maka yang bersangkutan

harus mendapat izin - dari’ Pejabat Pembina |

Kepegawaian - dan - Pejabat Pembina Kepegawaian

- membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari

jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa
kehilangan hak sebagai Aparatur S1p11 Negara.

(2) Dalam hal Aparatur Sipil- Negara sebaga1mana dlmaksud

pada ayat (1) huruf b tidak mendapat izin dari Penjabat -

Pembina Kepegawalan, ‘maka yang bersangkutan wajib
_ mengundurkan diri dari Perangkat Desa

(3)_Ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tldak
- berlaku bagi Sekretaris Desa yang sebelumnya diangkat
© menjadi: Aparatur Sipil Negara sesuai- ketentuan peraturan
~perundang-undangan dan yang bersangkutan tetap dapat"
melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sepanjang
tidak d1p1ndahtugaskan oleh PeJabat -Pembina
_ Kepegawalan ’ :

4 Perangkat Desa yang pada saat dltetapkannya Peraturan

Daerah ini mempunyai pekerjaan selain sebagai Perangkat
Desa -yang waktu bekerjanya tertentu berada . dalam
rentang waktu jam kerja Pemerintah Desa, maka yang
bersangkutan harus memilih sebagai ber1kut

a. jika yang bersangkutan ,memlhh pekerjaannya selain
sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan harus
mengundurkan diri ,dar_i Perangkat Desa; atau

_.b. jika yang bersangkutan memilih sebagai Perangkat
Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan- diri
/berhenti dari pekerjaannya selaln sebagai Perangkat
- Desa dlmaksud ~ fo
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(5) Dalam hal dilakukan perubahan dan atau penetapan baru
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,
maka Kepala Desa melakukan pengangkatan Perangkat
Desa sebagai berikut:

a. mengangkat kembali Perangkat Desa yang ada
sebelumnya menjadi Perangkat Desa untuk mengisi
formasi Perangkat Desa yang tersedia; atau

b. dalam hal jumlah Perangkat Desa yang ada
sebelumnya melebihi jumlah formasi jabatan yang
tersedia, maka Kepala Desa harus melakukan
penjaringan dan penyaringan terbatas kepada
Perangkat Desa yang ada dengan ketentuan bagi yang
lulus penjaringan dan penjaringan terbatas diangkat
untuk mengisi formasi Perangkat Desa yang ada dan
bagi yang tidak lulus jika yang bersangkutan bersedia,
maka Kepala Desa dapat mengangkatnya menjadi staf
Desa.

(6) Ketentuan mengenai tenggang waktu pengunduran diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penjaringan dan
penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan
Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa
tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya
dan/atau sampai batas usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI BENGKALIS,

ﬂ M/
AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS D H KABUPATEN BENGKALIS

¢

. ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR
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o o gl
| - PENJELASAN |

o . . ATAS |

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS .

*  NOMOR TAHUN2016 . |
. . TENTANG |
. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

|  BUPATI BENGKALIS,
~ A. PENJELASAN UMUM R e G |
T Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
- penyusunan kebijakan dan koordinasi yang'di_wa_dahiv dalam Sekretariat Desa,
~ dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. o

_  Dalam pelaksanaan pengangkatan Pe;rang'kat,;Des_a" dilakukan melalui
. penjaringan dan penyaringan  terhadap ‘warga masyarakat  yang memenuhi

persyaratan’ umum dan vpersyaratan khusus, yang mana persyaratan yang -

- bersifat khusus harus memperhatikan hak asal usul dan nilaj sosial budaya
masyarakat setempat. e S il oy
D Selain péngangkatan"?Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat
-~ unsur staf Perangkat Desa yang bertugas membantu Perangkat Desa sesuai
dengan kebutuhan dan‘kemampuan'keuangan‘Desa.'  SR R
; Untuk pembiayaan dalam penjaringan Vda‘n;"penyarin'gan:Perangkat Desa
-~ dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja desa. R

. B. PASAL DEMI PASAL =
- Pasal 1 - :
~  Cukupjelas -
- Pasal 2 - -
o Cukup jelas
. Pasal 3 ‘
- .. Cukup jelas
Pasal 4 S
~ Cukup jelas
Pasal 5 ol
. Cukupjelas .-
Pasal 6 o
‘ CAyat (1) S
. ‘Cukup jelas
Ayat (2) e
" Hurufa EUE T
~ Cukupjelas
Huruf b ‘ :
- Cukup jelas
- Hurufc AR

' ’.“Cukﬁp"‘jcla"s e




o 19
.~ o Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah
- tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat adalah
 berijazah paling rendah Sekolah ‘Menengah Atas atau
~_sederajat yaitu 'lulus Sekolah Menengah Atas (SMA)
... atau yang ‘disamakan dengan'SMA antara lain seperti
- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Madrasah Aliyah
. (MA), Paket . C, Ujian Persamaan (UPER), Sekolah
- Menengah Kejuruan (SMK) atau sebutan lainnya sesuai B
- Peraturan - Perundang-Undangan = Pendidikan vang ' .o
- berlaku. ljazah dari tingkat dasar sampai terakhir di
- legalisasi oleh pejabat yang berwenang. . -
Hurufe = A PR TR . ,
- Berusia paling rendah 20 (dua puluh lima) tahun dan~ © .
- paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat
.- mendaftar dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat

- keterangan kelahiran. -
- Cukupjelas
.~ Cukupjelas
Ayat(3) o
- Hurufa Ry
 Cukupjelas
| HAUruf'b«‘ N : G o c S
 Yang dimaksud dengan ‘penduduk Desa setempat
- adalah orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
Desa setempat atau memiliki. tanda bukti- yang sah

- sebagai penduduk Desa setempat. o v
~ Penduduk Desa pemekaran yang masih menggunakan =
Kartu Tanda Penduduk ‘atau tanda bukti yang sah
~ sebagai penduduk yang diterbitkan  sebelumnya pada -
- Desa induk karena belum ada penggantian dan atau -
- perubahan nama Desa oleh instansi pemerintah yang
melaksanakan urusan - kependudukan, maka orang
- tersebut hanya dapat menggunakan Kartu Tanda = .
" Penduduk Desa induk atau tanda bukti yang sah =
 sebagai penduduk Desa setempat pada Desa pemekaran .
~ sesuai dengan alamat orang yang bersangkutan (tidak
ST dapat digunakan pada Desa induk). =~ = = .
- "Pasal 7 R e R R e e L R
. Hurufa
& Cukup jelas'
~ Hurufp . -
| Cukup jelas
‘ Cukup jelas - .
Hurufd - ¢
- Cukupjelas: =
~Hurufe
i ~ Cukup jelas -
.~ Yang dimaksud dengan “aparat kesehatan yang berwenang”

.adalah dari rumah sakit pemerintah. .




S Pasal 25

- Pasal 8 -
. Cukupjelas

Pasal 9 -

o Ayat (1) o T . e . ‘

e ‘Pegawai Negeri sipil adalah Aparatur Sipil Negara' sesuai
‘dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

- Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. AR
e ‘Yang dimaksud ‘ydwengan Pejabat Pembina Kepegawaian di
~ tingkat Kabupaten adalah Bupati.
o Ayat(2 ST
| V Cukup jélas
CAyat(3)
o ~ Cukup jelas
~Ayat (4) B
o  Cukup jelas
Pasal 10 S
L - Cukup jelas -
 Pasal 11
. Cukup jelas
‘Pasal 12
" Cukup jelas o
Pasal 18
Cukup jelas =
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
: Cukup jelas
Pasal 16 =
-~ Cukup jelas
Pasal 17  ; E
- Cukup jelas
- Pasal 18 o
. Cukup jelas
Pasal 19 =
Cukup jelas
Pasal 20 .
, Cukup jelas
~ Pasal 21 e
o . Cukupjelas =~
Pasal 22
o Cukup jelas
Pasal 23 :
, Cukup jelas
Pasal 24 : ,
' _ Cukup jelas

. Cukup jelafs_ -
Pasal 26 .
- Cukup jelas
Pasal 27 .

' Cukup jelas




i s

Pasal 28 T

- Cukup Jelas S
Pasal 29 R

- CukupJelas
" Pasal 30 S
| Cukup Jelas o
Pasal 31 ‘ S
CukupJelas ey

" TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016
NOMOR L |




